Advokat Razi Mahfudzi: BPSK
Solusi Alternatif Dalam
Penyelesailan Sengketa
Konsumen

JAKARTA ,Wartapedia.com — Pernahkah anda mengalami kejadian
memarkir kendaraan di sebuah mall atau public area lainnya yg
memiliki pengelola kemudian kendaraan anda hilang? Atau anda
membeli unit apartement atau property lainnya dengan cara
indent dan sampai bertahun-yahun anda tidak menadapatkan
kepastian serah terima unit tersebut? Jika mengalami kejadian
seperti itu dan pengelola/pelaku usaha sulit dimintai
pertanggungjawaban kemana kita harus mengadu? Dan apakah
adakah alternative hukum yang tidak rumit dalam mengatasi
masalah tersebut?

Hal ini disampaikan oleh Praktisi Hukum Perlindungan Konsumen
Advokat Razi Mahfudzi, SH kepada tim media di Kawasan Cempaka
Putih, Sabtu (14-11-2020)

“Secara komprehensif mengenai hal tersebut berdasarkan
pengalaman, dimana Salah satunya adalah proyek apartement di
bilangan Jatibening Bekasi. Sudah hampir 2 tahun proyek
pembangunan apartement berhenti beroperasi, dan sudah banyak
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pula konsumen yang memesan unit atau bahkan sudah melunasi
pembelian apartement tersebut. Lantas bagaimanakah dengan
nasib konsumen tersebut”, tutur Razi

Razi juga menjelaskan Bagaimana dengan pundi-pundi rupiah yang
sudah mereka keluarkan untuk membeli unit apartement yang
tentunya tidak murah harganya.

Salah satu korban adalah sebut saja Bu Eva yang memesan unit
seharga kurang lebih 420 Juta, dan sudah melunasi pembayaran
ke Developer. Bu Eva kecewa karena dari tahun 2017 sampai
dengan saat ini unit apartement tidak kunjung di serah
terimakan, jangankan di serah terima pembangunan saja baru
sampali fondasi dan sudah terhenti.

“Bu Eva bukannya diam menghadapi situasi ini, korespondensi ke
pihak Developer sudah berkali-kali ia lakukan namun jawaban
selalu sama, akan segera kita bangun, dan itu adalah jawaban
yang dia terima dari setahun yang lalu, upaya hukum juga telah
ia lakukan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung akan tetapi
sampal hari 1ini wuang pembelian apartement belum juga
dikembalikan”, ujar Razi menceritakan kepada awak media

“Terkait dengan hal tersebut menarik untuk kita coba analisa
lebih dalam apa upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen
yang menghadapi situasi seperti ini, Negara sudah memberikan
perlindungan kepada konsumen yaitu dengan adanya Undang-undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana
Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenali apa
itu perlindungan konsumen termasuk lembaga yang dibentuk
khusus wuntuk menangani sengketa konsumen yaitu Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang lahir dari Pasal 49
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen”, tandas Razi lulusan FH Unpad ini

Razi menekankan BPSK merupakan 1lembaga alternative
penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan yang relative
cukup cepat Waktu penyelesaiannya yaitu 21 hari kerja sejak



diterimanya Gugatan, walaupun terkadang lebih dari 21 hari
tetapi berdasarkan pengalaman penulis beracara di BPSK Putusan
tidak pernah 1lebih dari 2 bulan sejak diajukannnya
Gugatan/Aduan berbeda dengan pengajuan Gugatan di pengadilan
Negeri yang bisa memakan waktu sampai dengan 4-5 bulan di
Pengadilan Tingkat Pertama.

“Hal ini tentunya merupakan angin segar bagi konsumen yang hak
nya telah dizalimi oleh pelaku usaha, proses beracara di BPSK
juga tidak dipungut biaya berbeda dengan Pengadilan Negeri
yang diwajibkan membayar biaya panjar perkara”

Advokat muda yang sudah sering berkecimpung di Perlindungan
Konsumen ini, memberikan Guidance kepada konsumen yang memilih
menyelesaikan sengketanya melalui jalur BPSK, diantaranya

“Pertama adalah Konsumen yang dirugikan dapat menyurati kepada
pelaku usaha perihal keluhannya jika pelaku usaha tidak
menanggapli konsumen dapat mendaftarkan gqugatan ke BPSK,
lazimnya BPSK ada pada di daerah tingkat II sebagai pengalaman
penulis mengajukan gugatan konsumen (mewakili klien) di BPSK
Kota Bekasi, tahapan awal adalah konsumen membuat
aduan/gugatan ke Sekretariat BPSK bentuk aduan/gugatan mirip
dengan Gugatan ke Pengadilan dengan mencantumkan Posita dan
Petitum”

Setelah di register di Sekretariat BPSK dalam kurun waktu 14
hari kerja konsumen dan pelaku usaha akan mendapat panggilan
untuk menghadap ke BPSK dimana Para Pihak (konsumen & pelaku
usaha) diberikan pilihan forum penyelesaian sengketa baik itu
melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase, biasanya yang
populer adalah menggunakan mediasi, karena tidak dipungut
biaya dan mediator pun sudah ditentukan

Setelah itu konsumen dan pelaku usaha akan di mediasi terlebih
dulu sebelum masuk ke pokok perkara, apabila dalam mediasi
gagal maka akan masuk ke pokok perkara dengan proses jawab
jinawab seperti di Pengadilan tetapi lebih cepat, Putusan BPSK



wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak diterimanya
Putusan dan apabila Para Pihak tidak puas dengan Putusan BPSK
sesuai dengan pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen maka Pihak yang berkeberatan dapat
mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan
jangka waktu maksimal 14 hari sejak diterimanya Putusan, jika
dalam 14 hari Para Pihak tidak mengajukan Keberatan maka demi
hukum Putusan BPSK telah inkracht van gewijsde / Berkekuatan
Hukum Tetap dan dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri
setempat, proses pengajuan eksekusi pun sama persis dengan
pengajuan eksekusi Putusan Pengadilan yaitu melalui juru sita
di Pengadilan Negeri”, ungkap Razi menutupi. (Megy Aidillova)

BMT Bahtera Pekalongan Jawa
Tengah Lelang Bank Dimasa
Pandemi Covid-19

Pekalongan,Wartapedia.com — Ditengah pandemi covid-19 ini
banyak sekali Bank yang melelang jaminan nasabah dengan harga
yang sangat tidak wajar, jauh dibawah apresial dan jauh di
bawah harga normal dibawah 50%. Padahal presiden Joko Widodo
telah menghimbau kepada

Bank untuk tidak menagih dan memberikan keringanan 1 tahun
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kepada nasabah perbankan.

Namun hal itu tidak digubris oleh jajaran direksi BMT BAHTERA
yang telah melelang jaminan rumah nasabah dengan harga yang
sangat tidak wajar.Koperasi Syariah yang seharusnya
menjalankan amanahnya sesuai prinsip- prinsip syariah sesuai
iklan nya malah meresahkan anggotanya sendiri, tidak sesuail
slogan koperasi, dari anggota,untuk anggota namun Dari anggota
untuk pengusahanya koperasi syariah BMT.Singkat cerita
Jaminan rumah anggota Sapu jagad atas nama H.Nasikin telah di
lelang di KPKNL Pekalongan pada hari Jum’at 14 Agustus 2020
pukul 09.00 Wib dan berhasil di lelang oleh peminat lelang
atas nama ABIDIN dengan harga Rp.501.000.000 padahal jika
sesual standard pasaran rumah tersebut seharga diatas 1 milyar
sesual Apresial.

Haris Kribo selaku ketua LPKN SAPU JAGAD yang mendampingi
Anggotanya Ormas Sapu Jagad dalam proses pendampingan
mengaku kecewa dengan harga limit yang ditentukan oleh bank
BMT BAHTERA yang terkesan terburu2 padahal ini wabah nasional
Corona belum selesai.

Atas tindakan dan kebijakan dari BMT BAHTERA tersebut Haris
Kribo sebagai ketua LPKN SAPU JAGAD akan mengadukan kejadian
ini kepada Gubernur JATENG “Ganjar Pranowo”,Dinas koperasi,
0JK, MUI (karena syariah) dan meminta agar membatal kan hasil
lelang tersebut dan menutup aktivitas lelang KPKNL dimasa
pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini dan mengaudit kinerja
BMT BAHTERA.

Harapannya seluruh BANK yang ada di JATENG dan KPKNL tidak
lagi melelang jaminan dimasa pandemi covid-19 ini dengan harga
limit yang tidak wajar, karena hal ini telah meresahkan warga
masyarakat Pekalongan dan sekitarnya.

Ironisnya lagi setelah lelang KPKNL selesai diduga dalam waktu
2 HARI Sertifikat sudah balik nama atas nama pemenang lelang.
Utuk menampung keluhan nasabah maka Haris Kribo telah membuka



jasa konsultasi gratis jika warga masyarakat Indonesia merasa
tertekan oleh perbankan/ leasing yang mau sita jaminan/ lelang
jaminan bisa menghubungi ke 08175475597 atau
081410268779.Semangat jiwa korsa Sapu Jagad,Trisula sapu jagad
adalah Saling melindungi,saling menguatkan, Salang
membesarkan.

(Intan ‘JR AWPI)



